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PENYELESAIAN PERSELISIHAN 
HUBUNGAN INDUSTRIAL  

SELAMA MASA PANDEMI COVID 
DI KOTA YOGYAKARTA

Wiwin Budi Pratiwi1, Lia Lestiani1 
1 Prodi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Yogyakarta, 

Email: wiwin_budi_p@janabadra.ac.id

ABSTRACT 

Industrial relations disputes during the Covid pandemic in the City 
of Yogyakarta have increased. The industrial relations dispute was 
resolved in accordance with the applicable procedure. The aims of 
this study are 1) to find out the settlement of industrial relations 
disputes during the Covid pandemic in the City of Yogyakarta; 2) 
Knowing the inhibiting factors in resolving industrial relations 
disputes during the Covid pandemic in the City of Yogyakarta. This 
type of research is juridical. Source of data consists of secondary data 
and primary data. Data collection techniques in the form of document 
studies, interviews. The sources for this research were mediators and 
judges at the Yogyakarta City Industrial Relations Court. The data 
analysis technique was carried out using descriptive qualitative. The 
results of the study show that 1) The settlement of industrial relations 
disputes during the Covid pandemic in the City of Yogyakarta was 
resolved according to the process stipulated in Law Number 2 of 2004 
on Settlement of Industrial Relations Disputes, only the stages of 
implementation were adjusted due to a social restriction policy. The 
process of resolving industrial relations disputes through mediation 
carried out by the Yogyakarta City Social and Labor Service mediators 
is carried out online, but there are accompanying obstacles. 2) The 
inhibiting factors in resolving industrial relations disputes during 
the Covid pandemic in the City of Yogyakarta were the mediation 
process which was hampered by the online mediation process and 
the process was constrained by the internet network of the parties 
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who were not fluent and lacked understanding of the use of online 
communication media. The settlement process through the Industrial 
Relations Court is also constrained by parties who are not present so 
that the settlement time is longer.

Keywords: Covid Pandemic; Dispute; Industrial Relations; 
Settlement.

ABSTRAK

Perselisihan hubungan industrial selama masa pandemi Covid 
di Kota Yogyakarta mengalami peningkatan. Perselisihan 
hubungan industrial tersebut diselesaikan sesuai dengan pro
sedur yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah 1) Menge
tahui penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama 
masa pandemi Covid di Kota Yogyakarta; 2) Mengetahui 
faktor penghambat dalam penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial selama masa pandemi Covid di Kota Yogyakarta. 
Jenis penelitian ini adalah yuridis. Sumber data terdiri dari 
data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data 
berupa studi dokumen, wawancara. Narasumber penelitian 
ini adalah mediator dan hakim pada Pengadilan Hubungan 
Industrial Kota Yogyakarta. Teknik analisis data dilakukan 
dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa 1) Penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
selama masa pandemi Covid di Kota Yogyakarta diselesaikan 
sesuai dengan proses yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 
hanya saja tahapan pelaksanaan disesuaikan karena ada 
kebijakan pembatasan sosial. Proses penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial melalui mediasi yang dilakukan oleh 
mediator Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Yogyakarta di
lakukan secara daring akan tetapi terdapat hambatan yang 
menyertai. 2) Faktor penghambat dalam penyelesaian perse
lisihan hubungan industrial selama masa pandemi Covid di 
Kota Yogyakarta adalah pada proses mediasi terhambat proses 
mediasi yang dilakukan secara daring dan pada prosesnya 
terkendala jaringan internet dari para pihak yang kurang lancar 
dan kurangnya pemahaman penggunaan media komunikasi 
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secara daring. Pada proses penyelesaian melalui Pengadilan 
Hubungan Industrial juga terkendala pihak yang tidak hadir 
sehingga waktu penyelesaian lebih lama.

Kata kunci: Hubungan Industrial; Pandemi Covid; Penyele
saian; Perselisihan.

PENDAHULUAN

Awal tahun 2020, dengan munculnya virus corona virus 
desease-19 (Covid-19) mempunyai dampak dalam berbagai bidang 
salah satunya adalah bidang ketenagakerjaan. Kondisi pandemi 
Covid-19 ini tentu saja telah membawa dampak pada penurunan 
tingkat ekonomi yang mengakibatkan banyak perusahaan ter
hambat melaksanakan kegiatan operasionalnya. Bahkan ada per
usahaan yang melakukan PHK terhadap pekerja karena tidak 
sanggup untuk meneruskan operasional perusahaan. Data pekerja 
secara nasional terdampak Covid-19 di sektor formal yang di-PHK 
ada 229.789 orang. Sementara itu yang dirumahkan ada 1.270.367 
orang, sehingga total pekerja terdampak di sektor formal ada 
1.500.156 orang di 83.546 perusahaan [1].

Kondisi yang ada di Kota Yogyakarta sendiri berdasarkan 
data yang penulis peroleh dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi Kota Yogyakarta dapat diketahui bahwa terdapat 
1488 pekerja yang berdomisili di Kota Yogyakarta dirumahkan 
maupun mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemic 
Covid. Dari jumlah tersebut sebanyak 1426 pekerja dirumahkan 
dan 62 pekerja mengalami PHK. Jumlah ini berdasarkan data yang 
masuk ke dinas, sementara tidak semua perusahaan memberikan 
laporan yang jumlahnya tentu banyak [2].

Dari jumlah pekerja yang mengalami kondisi PHK, hak 
normatifnya tidak dipenuhi akibat pandemic Covid padahal setiap 
pekerja/ buruh mempunyai hak dan kewajiban sebagai mana 
diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 
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Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dimana hak pekerja/buruh 
merupakan suatu hal yang selayaknya diterima oleh pekerja sesuai 
kesepakatan atau perjanjian dengan pihak pemberi kerja [3]. Hak 
dan kewajiban yang tidak seimbang tersebut dapat berakibat pada 
timbulnya perselisihan. Kondisi yang dialami oleh pengusaha 
dan pekerja tersebut yang tidak dapat diselesaikan dengan baik 
kemudian menimbulkan perselisihan hubungan industrial. Pasal 1 
angka 1 UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial menyebutkan bahwa Perselisihan Hubungan 
Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan 
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan 
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya 
perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan 
pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/
serikat buruh dalam satu perusahaan.

Pengaturan hubungan industrial termasuk di dalamnya menge
nai penyelesaian perselisihan yang terjadi adalah meningkatkan 
produktivitas atau kinerja perusahaan, serta tercapainya kesejah
teraan bagi pekerja/buruh dan pengusaha secara adil [4]. Tidak 
dapat dipungkiri bahwa perkembangan dunia usaha sangat 
dipengaruhi oleh situasi dan kondisi hubungan industrial utama
nya peranan pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia 
usaha tersebut. Semakin baik hubungan industrial semakin baik 
perkembangan dunia usaha. Hubungan industrial di Indonesia 
dipengaruhi oleh banyak faktor. Selain kondisi internal perusahaan 
yang memainkan peran sangat menentukan seperti hubungan 
antara pekerja/serikat pekerja dengan pengusaha, kondisi kerja 
(working condition) dan budaya dalam perusahaan (corporate culture) 
juga kondisi eksternal perusahaan, yaitu eksistensi pemerintah 
dalam memainkan tugas dan fungsinya sebagai regulator yang 
bertindak membuat perundang-undangan sebagai alat untuk 
mengontrol sistem hubungan industrial baik pada tingkat mikro 
organisasi pengusaha maupun tingkat makro perusahaan, asosiasi 
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serikat pekerja dan organisasi pengusaha selaku organisasi yang 
mempunyai kepentingan untuk memperjuangkan kelompoknya 
masing-masing [5]. Apabila terjadi perselisihan yang dialami 
oleh kedua belah pihak tersebut maka dapat ditempuh upaya 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui dua me
kanisme yakni melalui jalur litigasi yang dilakukan dengan cara 
mengajukan sengketa hubungan industrial ke pengadilan dan 
jalur non-litigasi yang merupakan penyelesaian sengketa yang 
dilakukan diluar pengadilan seperti mediasi, negosiasi, konsiliasi, 
maupun arbitrase [6].

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama masa 
pandemi Covid di Kota Yogyakarta. Topik bahasan yang diteliti 
adalah terkait dengan penyelesaian perselisihan hubungan indus
trial selama masa pandemi Covid di Kota Yogyakarta dan faktor 
penghambat dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial selama masa pandemi Covid di Kota Yogyakarta. Pe
nelitian ini penting untuk diteliti dikarenakan untuk mengetahui 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang penulis 
fokuskan pada penyelesaian melalui mediasi dan melalui jalur 
Pengadilan Hubungan Industrial selama masa pandemi Covid. 
Pada penelitian ini penulis memfokuskan pada data penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial selama masa pandemi Covid 
pada tahun 2020 – 2022 di Kota Yogyakarta. Pada masa pandemi 
kebijakan pembatasan beraktivitas tentu saja berdampak pada 
proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial selama masa pandemi Covid di 
Kota Yogyakarta; 2) Untuk mengetahui faktor penghambat dalam 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama masa 
pandemi Covid di Kota Yogyakarta.
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METODE

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah yuridis. Penelitian yuridis adalah penelitian yang difokus
kan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma 
dalam hukum positif dengan peristiwa hukum yang terjadi di 
masyarakat [7]. Bahan hukum penelitian ini menggunakan bahan 
hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data menggunakan 1) Wawancara yaitu 
percakapan dengan tujuan tertentu. Percakapan tersebut dilakukan 
oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 
dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan 
tersebut [8]. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang sudah 
ditentukan sebelumnya. Narasumber penelitian ini adalah 1 orang 
mediator Dinas Sosial dan TenagaKerja Kota Yogyakarta dan 1 
orang hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan 
Negeri Kota Yogyakarta; 2) Studi Dokumen yaitu mengumpulkan 
dan mempelajari data-data berupa dokumen [8]. Dokumen dalam 
penelitian ini adalah berupa dokumen:

1.	 Jumlah kasus perselisihan hubungan industrial di Kota Yogya
karta selama pandemi Covid rentang waktu tahun 2020-2021

2.	 Perjanjian Bersama yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta selama 
pandemi Covid rentang waktu tahun 2020-2022

3.	 Jumlah gugatan yang masuk ke Pengadilan Hubungan 
Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta selama 
pandemi Covid rentang waktu tahun 2020-2022

Teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif.



Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Selama Masa Pandemi Covid    | 129

HASIL

1.	 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Selama 
Masa Pandemi Covid di Kota Yogyakarta

Penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama masa 
pandemi Covid di Kota Yogyakarta berdasarkan hasil penelitian 
yang sudah penulis lakukan dilaksanakan dengan mengacu pada 
ketentuan UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perseli
sihan Hubungan Industrial. Berdasarkan hasil wawancara penulis 
dengan mediator dapat diketahui bahwa selama pandemic Covid 
khususnya di awal pada tahun 2020 berdampak pada proses 
penyelesaian mediasi yang biasanya menggunakan cara konven
sional dengan duduk bersama, bermusyawarah bertatap muka.

Kondisi ini tentu saja membawa perubahan pada proses, 
waktu yang dibutuhkan untuk kepentingan mediasi. Dari hasil 
wawancara penulis pada masa pandemi proses mediasi antara para 
pihak dengan mediator dilaksanakan secara tatap muka terbatas 
dengan memperhatikan dan menerapkan protokol kesehatan dan 
juga menggunakan sarana komunikasi melalui online zoom meeting. 
Hanya saja memang untuk fasilitas mediasi menggunakan online 
ini memiliki keterbatasan dan hambatan yang dirasakan oleh para 
pihak baik oleh mediator dan para pihak.

Pada rentang waktu 2020-2022 perselisihan hubungan indus
trial di wilayah Kota Yogyakarta banyak yang mencapai kesepakatan 
melalui mediasi sehingga dibuatlah Perjanjian Bersama yang 
ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator dan 
didaftarkan ke PHI pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berikut 
adalah jumlah Perjanjian Bersama yang didaftarkan ke Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta 
yang dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 1. Jumlah Perjanjian Bersama yang didaftarkan  
di PHI Kota Yogyakarta

No   Tahun    Jumlah
1    2020     1368
2    2021      188
3    2022      306

Sumber: PHI Kota Yogyakarta, 2022

Berdasarkan data pada tabel tersebut di atas dapat diketahui 
bahwa dalam rentang waktu 3 tahun yaitu 2020 – 2022 terdapat 
total sebanyak 1862 perjanjian bersama yang didaftarkan di 
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota 
Yogyakarta. Jumlah terbanyak ada pada tahun 2020 yaitu sebanyak 
1368 Perjanjian Bersama yang didaftarkan hal ini seiring dengan 
meningkatnya jumlah perselisihan hubungan industrial di awal 
pandemi tahun 2020.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari PHI Kota 
Yogyakarta selama rentang waktu tahun 2020 sampai dengan 
2022 total jumlah gugatan perselisihan hubungan industrial yang 
masuk sebanyak 142 perkara. Berikut adalah tabel jumlah perkara 
gugatan yang masuk ke PHI Kota Yogyakarta.

Tabel 2. Jumlah Gugatan di PHI Kota Yogyakarta

No      Tahun       Jumlah Gugatan 

1         2020                  23
2         2021                  80
3         2022                  39

Sumber: PHI Kota Yogyakarta, 2022

Pada tahun 2021 jumlah perkara lebih banyak yang masuk 
yaitu sebanyak 80 perkara, sementara pada tahun 2022 jumlahnya 
menurun menjadi sebanyak 39 perkara. Selama rentang waktu 
2020 pada saat pandemic Covid meluas terkait dengan proses 
persidangan menggunakan daring hanya saja memang mengalami 
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kendala. Untuk rentang waktu 2021 – 2022 sudah menggunakan 
persidangan offline dengan menggunakan protokol kesehatan.

2.	 Faktor penghambat dalam Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial Selama Masa Pandemi Covid di Kota 
Yogyakarta

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan narasumber 
mediator dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Yogyakarta menyata
kan bahwa terkait dengan mekanisme pelaksanaan mediasi selama 
pandemi menggunakan media online zoom meeting yang dilakukan 
untuk melakukan musyawarah kepada para pihak yang tengah 
berselisih. Mediator mendengar aspirasi, keluhan dari masing-
masing pihak. Hanya saja memang terkendala seperti jaringan 
yang kurang lancar, kendala teknis perangkat pendukung seperti 
handphone, laptop yang kurang memadai, ada pihak yang kurang 
paham dengan penggunaan fasilitas teknologi komunikasi secara 
daring Hambatan yang sering dialami adalah terkait dengan 
jaringan yang kurang bagus sehingga menyebabkan suara menjadi 
putus dan penyampaian informasi tersendat, kurang jelas.

Hambatan lainnya adalah waktu yang dimiliki oleh pengusaha 
yang terbatas sehingga kesulitan menyamakan waktu untuk proses 
mediasi. Hal ini berdampak pada penyesuaian waktu yang sulit 
diatur oleh mediator karena mediator juga mempunyai waktu yang 
padat sehingga sulit jika menyesuaikan waktu dengan pengusaha. 
Kondisi ini berdampak pada proses penyelesaian mediasi yang 
banyak melebihi dari 30 hari. Kendala lainnya adalah pengusaha 
yang kemudian tidak hadir pada saat proses mediasi.

Pada proses persidangan dari hasil wawancara penulis 
dengan hakim PHI Kota Yogyakarta terdapat hambatan dalam 
proses persidangan. Hambatan tersebut yaitu banyak pihak dalam 
penyelesaian perkara gugatan perselisihan hubungan industrial 
tidak bisa hadir dalam persidangan dengan alasan kondisi 
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pandemi. Hal ini menyebabkan penyelesaian perkara tidak bisa 
selesai dalam waktu 50 hari kerja.

PEMBAHASAN

1.	 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Selama 
Masa Pandemi Covid di Kota Yogyakarta

Permasalahan perselisihan hubungan industrial diutamakan 
penyelesaiannya adalah dilakukan secara bipartit terlebih dahulu. 
Perusahaan dapat melakukan komunikasi dengan pekerja mengenai 
langkah-langkah yang dapat diambil untuk dapat menyelesaian 
permasalahan selama kondisi pandemi. Dari sisi pekerja pun juga 
harus dapat memahami kondisi yang dialami oleh perusahaan 
tempatnya bekerja sehingga tidak berujung pada munculnya 
perselisihan hubungan industrial. Pengertian dari Perselisihan 
Hubungan Industrial ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 
2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 
Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan 
pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan 
pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya 
perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan 
pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/
serikat buruh dalam satu perusahaan. Hanya saja dikarenakan 
dampak pandemi yang begitu besar khususnya dalam kegiatan 
ekonomi sehingga banyak menimbulkan permasalahan yang 
berdampak pada perselisihan sehingga harus diselesaikan.

Penyelesaian yang tidak dapat diselesaikan dengan langkah 
bipartite dapat mengupayakan upaya mediasi dengan bantuan 
mediator dari Dinas terkait yang menaungi bidang ketenaga
kerjaan. Mediasi Hubungan Industrial yang selanjutnya disebut 
mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepen
tingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan 
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antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan 
melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih 
mediator yang netral. Unsur-unsur pengertian mediasi yang di
kenal secara akademik adalah ketidakberpihakan (netral) dan 
memberi anjuran kepada para pihak [9]. Kelebihan mediasi di 
antaranya menjaga hubungan baik para pihak, mempercepat 
proses penyelesaian, biaya rendah, dan meningkatkan akses untuk 
mendapatkan keadilan bagi para pihak. Mediator dalam penye
lesaian perselisihan hubungan industrial memiliki peran yang 
strategis dalam melakukan pembinaan hubungan industrial dan 
menyelesaikan perselisihan hubungan industrial [10].

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan 
dapat diketahui bahwa terkait dengan proses mediasi selama masa 
pandemic Covid maka dilakukan proses mediasi secara online. 
Hanya saja mengenai pengaturan mediasi online ini belum ada 
pengaturan dalam peraturan yang berlaku. Mediasi yang dilakukan 
secara online ini dapat disebut sebagai terobosan dalam upaya 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang hasilnya tetap 
memberikan jaminan hukum bagi para pihak [6]. Jaminan hukum 
ini memberikan perlindungan hukum bagi para pihak sehingga 
akan tercipta hubungan industrial yang harmonis berasaskan 
Pancasila yang terwujud melalui penciptaan ketenangan, keten
traman, ketertiban, kegairahan kerja serta ketenangan usaha 
dengan berlandas akan pada asas kekeluargaan, gotong royong, 
asas musyawarah untuk mufakat [11]. Pada rentang tahun 2021- 
2022 mediator dalam melaksanakan proses mediasi kepada para 
pihak sudah menggunakan cara tatap muka secara langsung akan 
tetapi dengan tata cara protokol kesehatan yang dipatuhi oleh 
para pihak.

Berdasarkan jumlah Perjanjian Bersama yang didaftarkan ke 
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogya
karta tersebut menunjukkan bahwa para pihak sepakat untuk 
bermediasi untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Hal 
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tersebut ditunjukkan dengan menyepakati membuat Perjanjian 
Bersama untuk dapat didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Indus
trial dan mendapatkan akta bukti pendaftaran sehingga dapat 
memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

Pada kondisi pandemi, terkait dengan proses gugatan tetap 
mengacu pada ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 
2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pada 
proses beracaranya, pemeriksaan perkara dapat dilakukan dengan 
pemeriksaan biasa dan cepat.

Bagi pihak yang menolak anjuran mediator dan juga konsi
liator, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Indus
trial. Tugas Pengadilan Hubungan Industrial antara lain meng
adili perkara PHI, termasuk perselisihan PHK, serta menerima 
permohonan dan melakukan eksekusi terhadap Perjanjian Ber
sama yang dilanggar oleh para pihak [12]. Putusan Pengadilan 
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri mengenai per
selisihan kepentingan dan perselisihan antar serikat pekerja/
serikat buruh dalam satu perusahaan merupakan putusan akhir 
dan bersifat tetap. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada 
Pengadilan Negeri mengenai perselisihan hak dan perselisihan 
pemutusan hubungan kerja mempunyai kekuatan hukum tetap 
apabila tidak diajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah 
Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari 
kerja 1) bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan 
dalam sidang majelis hakim; 2) bagi pihak yang tidak hadir, 
terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan.

Proses beracara pada penyelesaian perselisihan hubungan 
industrial di PHI pada PN Yogyakarta dilaksanakan persidangan 
secara daring akan tetapi terdapat hambatan yang menyertai. Pada 
tahun 2022 persidangan bertahap dilakukan secara offline dengan 
menggunakan protokol kesehatan.
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2.	 Faktor penghambat dalam Penyelesaian Perselisihan 
Hubungan Industrial Selama Masa Pandemi Covid di Kota 
Yogyakart

Kondisi pandemi Covid-19 menjadi kenala dalam upaya 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial, seperti adanya 
kebijakan pembatasan sosial dan lain sebagainya. Akhirnya proses 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial menjadi terhambat. 
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah penulis lakukan ham
batan teknis terkait dengan penggunaan media online untuk sa
rana komunikasi menjadi poin utama. Banyak masyarakat yang 
memang belum bisa memahami penggunaan teknologi terlebih 
seolah dipaksa menggunakan teknologi yang tidak biasa dipakai 
sebelumnya. Terlebih bagi pekerja yang kurang familiar dengan 
teknologi komunikasi zoom meeting tentu saja akan kesulitan. 
Pada saat penggunaan zoom pun terdapat kendala teknis seperti 
sinyal yang terputus sehingga komunikasi terhambat dan kurang 
jelas.

Pada proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial 
melalui Pengadilan Hubungan Industrial pun juga terdapat 
kendala berupa ketidakhadiran para pihak. Menurut penulis tentu 
saja hal ini akan menghambat jalannya persidangan, seperti hakim 
yang akan menggali informasi para pihak menjadi terhambat 
karena ketidakhadiran para pihak sehingga persidangan proses
nya menjadi lama. Lama nya proses persidangan tentu saja me
rugikan para pihak untuk segera mendapatkan penyelesaian atas 
perselisihan hubungan industrial yang dihadapi.

SIMPULAN

1.	 Penyelesaian perselisihan hubungan industrial selama masa 
pandemi Covid di Kota Yogyakarta diselesaikan sesuai de
ngan proses yang diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2004 
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tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. 
Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial me
lalui mediasi yang dilakukan oleh mediator Dinas Sosial 
dan Tenaga Kerja Kota Yogyakarta dilakukan secara daring 
akan tetapi terdapat hambatan yang menyertai. Selama masa 
pandemic Covid 2020-2021 jumlah Perjanjian Bersama yang 
didaftarkan ada sebanyak 1556 Perjanjian Bersama. Sementara 
untuk tahun 2022 pasca pandemic Covid ada sebanyak 306 
Perjanjian Bersama. Untuk proses gugatan di PHI Kota Yogya
karta tercatat sebanyak 103 gugatan perselisihan hubungan 
industrial yang diajukan dalam rentang waktu 2020 – 2021, 
sementara pada tahun 2022 ada sebanyak 39 gugatan.

2.	 Faktor penghambat dalam penyelesaian perselisihan hubung
an industrial selama masa pandemi Covid di Kota Yogyakarta 
adalah pada proses mediasi terhambat proses mediasi yang 
dilakukan secara daring dan pada prosesnya terkendala jaring
an internet dari para pihak yang kurang lancar dan kurang
nya pemahaman penggunaan media komunikasi secara 
daring sehingga ada pihak yang menolak menggunakan 
fasilitas komunikasi daring. Dari proses persidangan dalam 
penyelesaian perselisihan hubungan industrial terdapat faktor 
penghambat berupa para pihak yang tidak dapat hadir dalam 
persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada 
Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga prosesnya menjadi 
lebih lama.
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